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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai 

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Metode 

Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang ada, kemudian di klarifikasi, di analisis 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan 

pengumpulan data dengan cara wawancara dan menyebar kuesioner serta 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Filing 

pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan ketentuan administrasi 

perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang 

pibadi yang melaksanakan pelaporan  SPT Tahunan melalui E-Filing meningkat 

setiap tahun dan memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak 

yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan 

sistem E-Filing. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaan sistem E-Filing. 

 

Kata Kunci : Sistem E-Filing, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu negara berkembang yang saat ini sangat fokus untuk 

menghasilkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan 

negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 

nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang 

dikelola untuk langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aturan perpajakan 

Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak 

dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang 

dipaksakan penagihannya berdasarkan Undang Undang. (Syaiful Bahri, 2019) 

Sistem pemungutan pajak ada 3  jenis yaitu Official Assessment System 

(OAS), With Holding Tax System (WHTS) dan Self Assessment System (SAS). 

Indonesia menggunakan sistem perpajakan Self Assessment System (SAS) yaitu 

suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu 

berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah 

satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. 
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Tujuan reformasi perpajakan yaitu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengadministrasikan 

penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus 

pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Reformasi 

perpajakan yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi perpajakan. 

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah 

dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan 

adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak 

merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu 

penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang 

sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan 

wajib pajak (pajak.go.id). 

Dengan melakukan reformasi perpajakan seperti memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan 

produk E-Filing atau Electronic Filing System. E-Filing merupakan layanan 

pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan 

secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal 

Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui 

penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan 

diterapkannya sistem E-Filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan 

kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, 

karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat 
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meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk 

penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-Filing juga dapat dilakukan 

kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari 

libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT. 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (Mardiasmo, 2016).  

Sistem ini dibuat sedemikian rupa untuk lebih memberikan kenyamanan 

pada WP dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Penggunanan E-Filling 

ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk 

melaporkan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, 

sistem ini juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata 

dalam sistem. 

Penggunaan E-Filing dapat mengurangi beban proses administrasi 

laporan pajak menggunakan kertas. E-Filing sangat bermanfaat bagi wajib pajak, 

dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan 

semakin bertambah banyak wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak 

menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya wajib 

pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak. 

Penyampaian SPT menggunakan E-Filing juga di terapkan di Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama Medan Timur. Berikut jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan E-Filing 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat di lihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.1 

Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui E-Filing pada KPP 

Pratama Medan Timur Tahun 2016-2020  

Tahun 

Jumlah 

WPOP 

Terdaftar 

WPOP 

Yang Melapor 

SPT 

WPOP Yang 

Lapor SPT 

(E-filing) 

2016 111.231 39.376 24.121 

2017 116.003 36.366 29.392 

2018 122.125 38.294 36.389 

2019 128.693 35.625 35.018 

2020 143.341 34.242 33.959 

 Sumber data : KPP Pratama Medan Timur (2021) 

 Berdasarkan tabel I-1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2020 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur mengalami 

kenaikan. Tetapi berbanding terbalik dengan WPOP yang melapor SPT tiap 

tahunnya yang terus mengalami penurunan mulai dari 39.376 (2016) menurun 

menjadi 34.242 (2020). Wajib pajak Orang pribadi yang melaporkan surat 

pemberitahuan (SPT) tahunan mengunakan E-Filing dari tahun 2016 sampai 

dengan 2019 meningkat yaitu mulai dari 24.121 (2016) menjadi 35.018 (2019), 

akan tetapi ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33.959 WPOP, dari data 

tersebut dapat  kita simpulkan bahwa kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT 

masih rendah, maka perlu di tingkatkan lagi Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam melaporkan SPT menggunakan sistem E-Filing setiap tahunnya. 

Dengan adanya penerapan sistem E-Filing wajib pajak dapat meningkatkan 
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kepatuhan perpajakannya dalam hal penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan. 

 Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa “meningkatnya jumlah 

wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam 

penerimaan pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka 

semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.” 

 Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Gusma Dwi Avianto 

(2016), pelaksanaan E-Filing sudah cukup berhasil dan meningkatkan kepatuhan 

melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang 

pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan E-Filing baik 

kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak 

akan penggunaan E-Filing yang lebih mudah dan praktis.  

Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Desyana (2017) wajib 

pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing 

masih sangat sedikit dan Kurangnya pengetahuan dan kesadaran WPOP dalam 

melaporkan  SPT Tahunan online sehingga banyak kesalahan dalam pengisian 

SPT. Wajib pajak berpersepsi bahwa E-Filing kurang fleksibel dan masih sulit 

untuk dipahami, sedangkan Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa E-

Filing merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta 

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori tersebut seharusnya wajib pajak lebih 

banyak menggunakan E-Filing untuk memudahkan dalam melaporkan SPT 

Tahunan. 



6 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Sistem E-

filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 

setiap tahunnya tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan yang 

menyampaikan SPT. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT 

mengalami penurunan. 

3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT dengan e-

filing terus meningkat dari tahun 2016-2019 dan mengalami 

penurunan di tahun 2020. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini menjadi: 

1. Bagaimana penerapan sistem E-filing pada KPP Pratama Medan 

Timur? 

2. Bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

menyampaikan SPT menggunakan E-filing Pada KPP Pratama 

Medan Timur? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui penerapan sistem E-Filing pada KPP Pratama 

Medan Timur. 

2) Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan E-filing Pada 

KPP Pratama Medan Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pemahaman dan wawasan fikiran tentang penggunaan sistem e-

Filing dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata. 

2) Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta  

informasi sebagai bahan perbandingan penelitian lain yang 

berkaitan  dengan masalah dan tempat yang sama dengan kajian 

yan lebih mendalam untuk meningkatkan kepatuhan WPOP 

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan 

bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai sistem 

penerapan sistem e-filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dalam penyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT) tahunan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Teori 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan 

masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan 

kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan 

pembangunan tersebut. Salah satu caranya adalah melalui sektor pajak. 

 Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku 

yang disusun oleh Zulia Hanum (2017,hal.1) menyatakan Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

 

 Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2017) yang mengutip 

Djajadiningrat menyatakan Pajak adalah suatu kewajiban untuk 

menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. 

Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk 

itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk 

memelihara kesejahteraan umum. 

 

 Dalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 

2007, tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 

atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang 
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dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa 

imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dapat digunanakan 

untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran 

keperluan negara. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan 

penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai 

kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk 

membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber 

dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, 

untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah. 

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak terbagi : 

1) Fungsi Budgetair (Anggaran) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi Regularend (Mengatur) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi 

2.1.1.3  Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016, hal 4) syarat pemungutan pajak: 

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).  



10 
 

 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, 

undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil 

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak 

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib 

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat 

Yuridis).  

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. 

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 

keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat. 

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil). 

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
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perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang 

perpajakan yang baru. 

2.1.1.4  Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016, hal 9), sistem pemungutan pajak 

diantaranya: 

1) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

Ciri Self Assessment system : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada wajib pajak itu sendiri. 

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut 

campur dan hanya mengawasi. 

2) Official Assessment System Adalah Sistem pemungutan pajak 

yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu 

ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang 

dipersamakan, seperti karcis atau nota pemesanan (bill).  

Ciri Official Assessment System : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 
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c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 

pajak oleh fiskus. 

3) With Holding Tax System Adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 

dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  

Ciri With Holding Tax System :  

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Siti Resmi (2017, hal 8) Asas Pemungutan Pajak terbagi 

3 yakni : 

1) Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun 

luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.  

2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa 

memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang 

mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.  

3) Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di 

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan 
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berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di 

Indonesia. 

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi 

penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan Patuh 

apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak 

perpajakan dengan baik. (Dahrani et al., 2021) 

Menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013, hal 

138) Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu iklim 

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, mengisi 

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak 

terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada 

waktunya. 

Youde, S & Lim, S (2019) mengemukakan definisi kepatuhan 

pajak sebagai keputusan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang 

dan peraturan pajak dengan membayar pajak secara akurat dan tepat 

waktu. Kepatuhan pajak dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela 

(voluntary compliance) atau kepatuhan yang dipaksakan (enforced 

compliance). Kepatuhan pajak yang maksimal dapat dicapai dengan 

pendekatan kombinasi antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang 
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dipaksakan. Wajib Pajak diperlakukan berdasarkan niat mereka untuk 

menjadi patuh. 

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: Ada dua macam kepatuhan 

yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 

1) Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya 

ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT.  

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak 

secara substantif memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan. 

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan 

surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Bagi wajib 

pajak orang pribadi, data yang dicantumkan dalam SPT akan 

dibandingkan dengan profil wajib pajak seperti skala usaha, jumlah harta, 

gaya hidup dan besarnya pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis risiko kepatuhan wajib pajak 

dan menyusun peta kepatuhan guna membuat model dan skema pilihan 

perlakuan sebagai mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak. 
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2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengertian wajib Pajak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 

2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 

tentang ketentuan Umum Perpajakan, adalah: 

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” 

 

Pengertian wajib pajak menurut Erly Suandy (2016, hal 105) 

adalah sebagai berikut: 

“Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” 

Dari kedua pendapat diatas, maka pengertian wajib pajak menurut 

penulis adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

A. Hak Wajib Pajak 

1) Dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTD paling 

lama dua bulan. 

2) Dapat membetulkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 2 

tahun sesudah berakhirnya masa pajak,sepanjang belum 

dilakukan Pemeriksaan. 
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3) Menghilangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 

sebesar 100%, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum 

pemeriksaan. 

4) Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal 

diterimanya SKP. 

5) Mengajukan keputusan keberatan apabila lewat jangka waktu 

yang ditetapkan paling lama 12 bulan. 

6) Dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak 

dalam jangka waktu 3 bulan.  

7) Dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan 

keputusan banding. 

8) Mengajukan permohonan untuk tidak melegalisasi bon 

penjualan/bill. 

9) Mengajukan permohonan keberatan. 

10)  Mengajukan gugatan (kurang dari 14 hari) atas: 

a. Surat teguran sejak diterima wajib pajak. 

b. Surat paksa sejak surat pemberitahuan diterima wajib pajak. 

c. Pelaksanaan sita sejak BAP dibuat. 

d. Lelang, sejak pengumuman lelang dibuat. 

11)  Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. 

B. Kewajiban Wajib Pajak 

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 
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Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

yang berada diwilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Wajib Pajak, kemudian akandiperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai 

identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan 

secara online melalui e-register. 

2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN 

wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai 

PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register. 

3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah 

dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut 

self assessment system, sehingga Wajib Pajak diharuskan 

melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak 

dengan sendiri. 

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan 

memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang 

telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib 

Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 

objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk 

melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir 
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tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh 

tahunan Wajib Pajak Badan. 

5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan 

merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau 

penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah 

pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang 

dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan 

serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca 

dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan: Memperlihatkan 

laporan pembukuan atau catatan, dan dokumendokumen yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yangte rutang pajak. 

Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan. 

7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh 

suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 

merahasiakan itu ditiadakan oleh permitaan untuk keperluan 

pemeriksaan (Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara, 2018, 

hal. 67) 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam 

rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib 

pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut :  

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lemaga 

pengawasan keuangn pemerintang dengan pendapat wajar 

tanpa penngecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

4. Tidak pernah dipidanakarena melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangsa waktu 5 

(lima) tahun terakhir.  

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari 

apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu 

SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting 

karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib 

pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-

undang. 
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2.1.2.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya 

reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillerno Perry dan John 

Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan 

suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada 

peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi pepajakan. Hadi purnomo 

dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi 

perpajakan, yaitu: 

1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan 

meningkatkan kepatuhan secara sukarela. 

2) Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh 

supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan 

kepatuhannya. 

3) Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat 

memerangi ketidak patuhan. 

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak  

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2018) adalah 

sebagai berikut: 

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.  

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah 

kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha 

Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib 
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Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. 

2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang. 

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara 

melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir 

Surat Setoran Pajak (SSP).  

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.  

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi 

oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda. 

4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 

kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa 

paling lambat 20 hari setelahakhir masa pajak, sedangkan untuk 

SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir 

tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi 

apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT. 

2.1.3 Penerapan Sistem E-Filling  

2.1.3.1 Pengertian E-Filing 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-

1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 

1770SS secara e-filling melalui website Direktorat Jenderal Pajak 
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(www.pajak.go.id) 

yaitu: 

“E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 

internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) 

atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider 

(ASP)”. 

Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui 

internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata real time berarti 

bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh 

saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi 

dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. 

Menurut Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantara (2018:72) E-

filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang 

digunakan menyampaikan SPT seara online yang realtime kepada kantor 

pajak. Jadi, Penerapan sistem E-Filing adalah suatu proses atau cara 

memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara 

online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

2.1.3.2 Tujuan E-Filing 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 

ini bertujuan untuk: 

1) Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek –

praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
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2) Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak 

jika sudah menggunakan sistem E-Filing sehingga 

penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. 

3) E-Filing mempermudah dalam penyampaian SPT dan 

memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah 

benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh 

lebih terjamin.  

2.1.3.3 Manfaat E-Filing 

1) Pelaporan SPT Online dapat dilakukan dengan cepat dan aman 

karena melalui jaringan internet yang proses penerimaannya 

datanya dilakukan secara realtime. 

2) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukandimana saja 

dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 haridalam seminggu karena 

memanfaatkan jaringan internet. 

3) Murah karena tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT. 

4) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem 

komputer. 

5) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam 

bentuk wizard. 

6) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada 

validasi pengisian SPT. 

7) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. 
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2.1.3.4 Keuntungan E-Filing 

Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat beberapa keuntungan 

bagi wajib pajak dengan diterapkannya media e-filing, yaitu : 

1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu 

karena memanfaatkan jaringan internet. 

2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses 

situs DJP tidak dipungut biaya.  

3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan 

sistem computer. 

4) Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard. 

5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena 

terdapat validasi pengisian SPT. 

6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan 

kertas. 

7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau 

bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29,Surat Kuasa 

Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin 

Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi 

Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali 

diminta oleh KPP melalui Account representative. 

2.1.3.5 Dasar Hukum 

         Wajib Pajak yang menggunakan sistem E-Filing ini mendapatkan 

perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan 
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kepada Wajib Pajak atas keamaan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda 

tangan digital yang dibutuhkan dalam E-SPT merupakan proses 

menyisipkan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim 

informasi adalah subjek hukum yang benar. 

1) Keputusan DJP Nomor PER-39/PJ/2011 Pasal (10 tentang Tata 

Cara Penyampaiana Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi Secara E-Filing yang dimaksud dengan : 

a) SPT Tahunan adalah SPT Pajak Pengahsilan untuk suatu 

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak 

b) E-SPT adalaha data SPT Wajib Pajak dalam bentuk 

elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh 

Direktorat Jendral Pajak. 

c) E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan 

secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime 

melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider 

(ASP). 

d) Elektronic Filing Identification Number (E-FIN) adalah 

nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

untuk melaksanakan E-Filing. 

e) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang 

meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

http://www.pajak.go.id/
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tanggal. Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera 

pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal E-Filing 

dilakukan melalui website DJP, atau informasi yang 

meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

tanggal. Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor 

Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia 

Jasa Aplikasi (ASP) yang tertetara pada hasil cetakan induk, 

dalam hal e-filing dilakukan melalui Penyedia Jasa 

Aplikasi. 

2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang 

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. 

3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2014 tentang 

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770 S 

atau 1770 SS secara e-filing melalui website direktorat jenderal 

pajak. 

4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2016 

tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT. 

5) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 

tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. 
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2.1.3.6 Prosedur E-Filing 

1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan E-FIN. 

a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan E-FIN (Electronic Filing 

Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai 

dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: 

Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat 

keterangan terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena 

Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, serta mengisikan alamat E-mail 

yang aktif. 

b. Permohonan aktivitasi E-FIN ini harus dilakukan oleh 

Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada 

orang lain. 

c. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat 

disetujui apabila : Alamat yang tercantum pada 

permohonan sama dengan alamat dalam database 

(masterfile) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak . 

d. Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keptusan atas 

permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk 

memperoleh Electronic Filing Identification Number (E-

FIN) paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima 

secara lengkap. 
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2) Pendaftaran Layanan Pajak Online 

a. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan E-FIN dapat 

mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak 

akan memberikan : User ID dan Password, Aplikasi e-

SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) 

disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi 

lainnya, Sertifikat (digital certificate) yang diperoleh 

dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang 

didaftarkan oleh wajib pajak pada jasa aplikasi resmi 

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital 

certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data 

wajib pajak dalam setiap proses E-Filing. 

3) Lapor SPT Melalui E-Filing 

a. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah 

didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi 

secara offline oleh Wajib Pajak. 

b. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak 

dapat mengirimkan secara online (E-Filing) ke 

Direktorat Jenderal Pajak dengan cara : 

1) Buka Website https://djponline.pajak.go.id/  

2) Masukkan NPWP dan Password (NPWP ditulis 

hanya angka saja tanpa tanda baca) 

https://djponline.pajak.go.id/
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3) Klik E-Filing 

4) Kemudian klik buat SPT. 

5) Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis 

formulir SPT yang sesuai dengan profile data diri 

dan pilihlah opsi jenis Formulir SPT yang akan 

digunakan. 

6) Kemudian Upload SPT 

7) Klik Browser File CSV, Lalu pilih file CSV yang 

telah diselesaikan. Jika ada file Pdf, klik browse 

file pdf lalu pilih file pdf yang telah disiapkan. 

Baca baik-baik petunjuk yang ada di kotak orange. 

8) Klik Start Upload. 

9) Lalu Klik tulisan Disini dan Pilih E-mail. 

10) Buka E-mail anda di tab/windows baru catat atau 

copy/salin kode verifikasi yang telah diterima. 

11) Kembali ke portal DJP Online dan masukkan kode 

verifikasinya. 

12) Berikutnya akan muncul notifikasi info SPT anda 

berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah 

dikirim ke email anda. 

13) Silakan pilih respon anda terhadap layanan ini. 

Anda telah selesai melaporkan SPT Tahunan PPh 

Anda. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan 

diemail ke email Anda. 
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2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.1.4.1 Pengertian SPT 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 

pajak,objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.(Mardiasmo, 2016). 

SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (www.pajak.go.id).  

2.1.4.2 Fungsi SPT 

Adapun fungsi dari SPT sesuai dengan jenis pajaknya (Mardiasmo 

2016)  

1) Fungsi SPT bagi wajib pajak untuk PPh  

Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 

pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan serta 

untuk mengetahuai yang mana penghasilan yang merupakan objek 

pajak atau bukan objek pajak.  

2) Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)  

Bagi PKP fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan 

http://www.pajak.go.id/
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Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tantang pengkreditan 

pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pembayaran dan 

pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau 

melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak. 

Fungsi SPT bagi pemungut pajak adalah sebagai sarana utuk 

melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong 

atau dipungut dan disetornya. 

2.1.4.3 Jenis-Jenis SPT  

Menurut Mardiasmo (2016) secara garis besar SPT dibedakan 

menjadi dua yaitu:  

1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk 

suatu Masa Pajak.  

2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan 

untuk suatu Tahun Pajak atas bagian Tahun Pajak.  

SPT Meliputi :  

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan  

2. SPT Masa yang terdiri dari:  

a) SPT Masa Pajak Penghasilan  

b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan  

c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut 

Pajak Pertambahan Nilai.  
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SPT dapat berbentuk: 

1. Formulir kertas (hardcopy); atau 

2. Dokumen elektronik. 

2.1.4.4 Batas waktu penyampaian SPT  

Mardiasmo (2016, hal 39) batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan adalah:  

1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir Masa Pajak.  

2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir 

Tahun Pajak.  

3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun 

Pajak. 

2.1.4.5 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 

1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian 

SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administrative berupa 

denda sebesar Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak OP, SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Badan sebesar Rp 1.000.000,00., SPT Masa Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00., SPT Masa Lainnya 

sebesar Rp 100.000,00.   
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2) Wajib Pajak karena kelupaan tidak menyampaikan SPT 

Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan 

pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib 

melunasi 19 jumlah pajak yang terutang beserta sanksi 

administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar.  

3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT 

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara 

dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling 

lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak 

atau kurang bayar. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai E-filing memang sudah banyak dilakukan 

sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak 

pada tempat penelitian dan periode penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang 

berkaitan E-filing yang dikutip dari berbagai sumber antara lain: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 
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No Nama Judul Hasil Penelitian 

1 
Sandira Via 

(2020) 

Pengaruh Penerapan 

Sistem E-Filing terhadap 

Kepatuhan Pelaporan 

SPT Tahunan Wajib 

Pajak Badan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama 

Kota Langsa 

 

Hasil penelitian ini  

menunjukkan bahwa 

Penerapan Sistem E-Filling 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak.  

2 
Siska Mayasari 

(2019) 

Analisis Sistem 

Penggunaan E-Filling 

Dalam Menyampaikan 

Surat Pemberitahuan 

(SPT) Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) Pada 

KPP Pratama Tebing 

Tinggi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kepatuhan Wajib Pajak 

pada KPP Pratama Tebing 

Tinggi yaitu pada tahun 

2016 sampai tahun 2018 

mengalami penurunan 

disebabkan oleh rendahnya 

kesadaran wajib pajak 

dalam menyampaikan SPT 

Tahunan, dan penggunaan 

e-filling dalam 

menyampaikan SPT pada 

tahun 2018 masih lebih 

rendah jumlahnya 

dibandingkan dengan 

penggunaan manual. 

3 
Dewi Retnosari  

(2018) 

Analisis Penerapan 

Sistem E – Filing Dalam 

Upaya Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Dalam 

Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

Masa Dan Tahunan (Di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sidoarjo Utara) 

Hasil Penelitian ini adalah 

pengimplementasian sistem 

E–filing di KPP Sidoarjo 

Utara sudah sangat baik dan 

tanpa kendala, akan tetapi 

peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak Badan tidak 

dibarengi dengan 

peningkataan penyampaian 

penggunaan sistem e-filing. 

4 
Desi Luvi Sari 

(2018) 

Analisis Penerapan 

Sistem E-Filing dalam 

melaporkan SPT 

Tahunan Orang Pribadi 

di KPP Pratama Medan 

Kota. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Penerapan e-filing belum 

efektif, karena belum 

mampu meningkatkan 

pelaporan SPT Tahunan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Hal ini disebabkan karena 

masih kurangnya 

pemahaman wajib pajak 

orang pribadi terhadap 

sistem e-filing dan masih 
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kurang meratanya 

sosialisasi pihak KPP 

Pratama Medan Kota. 

5 

Inne Nidya 

Astuti 

(2015) 

Analisis Penerapan E-

Filing Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam 

Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama 

Gresik Utara 

Penerapan e-Filing pada 

KPP Pratama Gresik 

Utara telah sesuai dengan 

tata cara pendaftaran 

berdasarkan peraturan 

perpajakan. Meskipun 

begitu, realisasi pelaporan 

SPT Tahunan PPh belum 

berjalan maksimal karena 

masih ada beberapa 

kelamahan dari penerapan 

e-Filing yang menjadi 

kendala bagi Wajib Pajak 

maupun aparatur KPP 

Pratama Gresik Utara. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan 

negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu 

membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak 

selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak 

enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan 

tersebut adalah dengan meperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi 

perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan 

modern yang dilakukan melalui reformasi admnistrasi perpajakan yang 

diharapakan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam 

pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak yang harus 

dipenuhi sesuai dengan UU perpajakan Indonesia. Menurut Mardiasmo (2016) 
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Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kertentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem E-Filing mempermudah 

wajib pajak dalam menyampaikan SPT. E-Filing merupakan bagian dari 

reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

Dengan diterapkannya sistem E-Filing diharapkan dapat memberikan 

kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Dengan adanya E-Filing diharapkan dapat membantu wajib pajak dan 

meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tingkat 

kepatuhan wajib pajak sesudah adanya E-Filing, apakah kepatuhan wajib pajak 

selama diterapkannya sistem E-Filing meningkat. 

  

 

 

 

  

Gambar II-1 

Kerangka Berfikir 

 

Penerapan Sistem E-Filing 

Kepatuhan WPOP 

Pelaporan SPT 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskrptif. Penelitian deskriptif dengan melakukan analisis diawali 

dengan  pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada 

kemudian di proses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih 

sederhana, selanjutnya data di analisis kembali untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas mengenai permasalahan yang di teliti. Setelah memperoleh 

gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara  lengkap sehingga 

diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang 

penerapan  E-Filing dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, kemudian 

ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel 

diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. 

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. E-Filing 

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 

internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). 
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2. Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban  

perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak 

terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan.  

3. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik 

kuesioner, adapun kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III.1 

Kisi-kisi Kuesioner 

NO Variabel Indikator No Butir 

1. Penerapan E-Filing 

a. Kecepatan pelaporan SPT 1,2 

b. Perhitungan lebih cepat 3,4 

c. Kemudahan pengisian SPT 5,6 

d. Kelengkapan data pengisian SPT 7,8 

e. Lebih ramah lingkungan  9 

f. Tidak merepotkan 10 

g. Kendala atau hambatan 11 

h. Sarana dan Prasana 12 

2. 
Kepatuhan Wajib 

Pajak 

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan 

diri 
1,2 

b. Kepatuhan dalam melaporkan 

SPT 
3 

c. Kepatuhan dalam perhitungan dan 

pembayaran pajak terutang 
4,5 

d. Kepatuhan dalam pembayaran 6,7 
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tunggakan 

e. Kepatuhan untuk menyetor 

kembali SPT 
8,9 

3. Penyampaian SPT 

a. Pengetahuan 1,2 

b. Kemudahan 3 

c. Kendala 4 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur 

dengan alamat di Jalan Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Kota 

Medan, Sumatera Utara 20151. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan 

Oktober 2021. 

Tabel III.2 

Rencana Jadwal Penelitian 

JADWAL 

KEGIATAN 

BULAN PELAKSANAAN 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pengajuan 

judul           

       

                

        

2 

Penyusunan 

Proposal           

       

                

        

3 

Bimbingan 

Proposal           

       

                

        

4 

Seminar 

Proposal           

       

                

        

5 

Penyusunan 

Skripsi           

       

                

        

6 

Bimbingan 

Skripsi           

       

                

        

7 

Sidang Meja 

Hijau           
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3.4 Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data kuantitatif, merupakan data yang dapat diukur dan dinyatakan 

dalam angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Dalam 

penelitian ini, jenis data kuantitatif yang diperlukan berupa data statistik 

yang meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah pelaporan SPT 

Tahunan di KPP Medan Timur. 

b. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala 

numerik. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan 

melalui wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian 

ini adalah: 

a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data ini berasal dari hasil 

pengamatan (observasi) dan membagikan wawancara dan kuesioner 

melalui media online kepada responden. 

b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam bentuk 

dokumentasi yang bersumber dari kantor pelayanan pajak yang diteliti 
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dan literatur atau informasi lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang 

relevan bagi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data : 

1. Wawancara & Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada responden melalui google form 

kepada Wajib Pajak dan wawancara melalui WhatsApp kepada 

pegawai di KPP Pratama Medan Timur, sehingga diperoleh data 

yang berguna bagi penelitian ini. 

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek 

penelitian yang telah diperoleh dibagian pengelolaan data dan 

informasi berupa data tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, 

laporan jumlah wajib pajak lapor serta yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data 

yang ada dikumpulkan, dikelompokkan, menginterprestasikan, dan 

menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian dianalisis 

sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai jumlah WPOP 

terdaftar dan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan E-



42 
 

 

Filing serta kaitannya dengan hasil kuesioner dan observasi yang dilakukan di 

KPP Pratama Medan Timur. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data  

Data yang dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Dimana data yang 

dikumpulkan berupa angka seperti jumlah Wajib pajak yang terdaftar, 

jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT, serta jumlah wajib pajak yang 

melaporkan SPT dengan sistem E-filing. 

2. Menyortir atau menyeleksi data 

Menyortir atau menyeleksi data yang dilakukan untuk memilih data yang 

diperlukan. 

3. Menganalisis data 

Selanjutnya menganalisis dengan membahas penerapan sistem E-filing 

dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP Orang 

Pribadi, dalam langkah ini penulis membandingkan teori dan kenyataan 

dalam pelaksanaan pelaporan SPT melalui sistem E-filing. 

4. Membuat kesimpulan 

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui 

penerapan sistem E-Filing dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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  BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Deskripsi Data Penelitian  

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penerapan sistem E-Filing 

yang telah dilakukan oleh KPP Pratam Medan Timur dalam meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil 

penelitian tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan 

Timur dalam memaksimalkan pelayanan sistem E-Filing kepada Wajib 

Pajak. 

4.1.1 Penerapan sistem E-Filing pada KPP Pratama Medan Timur. 

Penerapan sistem E-Filing merupakan salah satu cara yang dapat dipilih 

oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. KPP 

Pratama Medan Timur melakukan beberapa prosedur yaitu : 

a. Wajib Pajak harus memiliki E-FIN 

Dalam hal ini Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan E-FIN. Pada KPP Pratama Medan Timur permohonan 

harus dilakukan sendiri, tidak dapat diwakilkan. Permohonan dapat 

diselesaikan selama 30 menit dan paling lama 1 hari setelah 

dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan kembali ke 

Kantor Pajak dengan meminta formuli E-FIN dan menyatakan 

permohonan ulang, karena nomor E-FIN tidak akan berubah dengan 

permohonan yang pertama kali dimiliki. 
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b. Wajib Pajak harus memiliki alamat e-mail yang aktif. 

Untuk sistem E-Filing sendiri, e-mail sangat dibutuhkan. Karena 

sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat e-mail 

Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan secara E-

Filing juga akan disampaikan melalui e-mail. Maka Wajib Pajak harus 

benar-benar menjaga keaktifan e-mail tersebut. 

c. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, Dosen/Guru, dan 

PNS diwajibkan menggunakan E-Filing. 

Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi (PAN-RB) No 8 Tahun 2015. Maka setiap 

TNI/POLRI, Dosen/Guru, dan PNS diwajibkan melaporkan SPT 

Tahunan secara E-Filing. Ini dilakukan untuk mempermudah dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mensukseskan 

program ini KPP Pratama Medan Timur telah melakukan sosialisasi-

sosialisasi secara langsung ke lapangan untuk memperkenalkan sistem 

E-Filing dan cara kerja pada saat melaksanakan pelaporan SPT 

Tahunan menggunakan sistem E-Filing  kepada para Wajib Pajak. 

d. CSV hanya dapat dilakukan tidak lebih dari satu kali. 

Dalam penggunaan laptop/komputer yang digunakan oleh Wajib 

Pajak dalam pengerjaan E-Filing tidak dapat berpindah-berpindah. Ini 

karena sistem kerja database yang berbeda-beda, jika dilakukan di dua 

laptop maka CSV akan error, data-data ticak akan berhasil di input. 

Hal ini untuk nenghiundari terjadinya kecurangan-kecurangan oleh 

oknum tidak bertanggung jawab. Saat CSV mengalami kerusakan 
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maka hanya petugas fiskus yang dapat memperbaiki atau Wajib Pajak 

harus mengulangi dari proses awal, maka saat membuat CSV Wajib 

Pajak diharuskan mengerjaakannya dengan teliti karena setelah 

disimpan CSV tidak dapat dibuka kdmbali dan juga tidak dapat di 

rename. 

e. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dari rumah ataupun 

tempat kerja tanpa harus datang ke KPP. 

Dengan melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem E-Filing 

maka Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk datang ke KPP Pratama 

Medan Timur. Wajib Pajak hanya cukup menyimpan BPE yang 

dikirim melalui e-mail. Namun, untuk Wajib Pajak yang memiliki 

usaha maka akan diminta untuk melampirkan laporan keuangannya ke 

KPP secara langsung, dan juga tidak sedikit Wajib Pajak yang harus 

memenuhi panggilan Account Representative untuk datang ke KPP 

terkait dengan penyampaian SPT Tahunan yang telah disampaikan 

melalui E-Filing. 

Dari penerapan sistem E-Filing yang telah dilaksanakan oleh KPP 

Pratama Medan Timur, sejauh ini sudah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan 

Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

4.1.2 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT 

Menggunakan E-Filing. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
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tersebut meliputi jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur 

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 serta jumlah WP OP Efektif  dan 

Non Efektif, jumlah Penerimaan SPT Tahunan, jumlah WPOP yang melapor 

SPT dan WPOP yang lapor SPT dengan E-Filing di KPP Pratama Medan 

Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Tahun 2016-2020 

Tahun WP OP Terdaftar WP OP Efektif WP OP Non Efektif 

2016 111.231 53.548 57.784 

2017 116.003 58.289 57.815 

2018 122.125 64.376 57.848 

2019 128.693 70.908 57.885 

2020 143.341 74.453 69.006 

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2021) 

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE26/PJ.2/1998 

tentang Kriteria wajib Pajak Non Efektif, pengertian Wajib Pajak Efektif 

adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajaknnya dengan 

memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non 

Efektif adalahh Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dan sedangkan Wajib Pajak Terdaftar merupakan Wajib Pajak yang telah 

mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
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Berdasarkan tabel IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur mengalami 

peningkatan di setiap tahun. Adanya peningkatan ini berarti merupakan tanda 

bahwa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak juga meningkat di setiap tahun. 

Hal ini di karenakan setiap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakannya, salah satunya 

melaporkan SPT Tahunannya. 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, kesadaran wajib 

pajak akan kewajiban perpajakannya masih rendah, meskipun disetiap 

tahunnya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur terus 

mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan dan 

kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT mereka di KPP Pratama 

Medan Timur. Berikut adalah data statistik yang menggambarkan 

perkembangan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada 

tahun 2016-2020. 

Tabel IV.2 

Tingkat Kepatuhan WP OP Di KPP Pratama Medan Timur  

Tahun 2016-2020 

Tahun 

Jumlah 

WP OP 

Terdaftar 

WP OP 

Yang Melapor 

SPT 

Rasio 

Kepatuhan 

(%) 

2016 111.231 39.376 35,40% 

2017 116.003 36.366 31,34% 

2018 122.125 38.294 31,36% 

2019 128.693 35.625 27,68% 

2020 143.341 34.242 23,88% 

    Sumber :  KPP Pratama Medan Timur (2021) 
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Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 

sampai tahun 2020 wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT di KPP 

Medan Timur mengalami penurunan mulai dari 35,40% (2016) menurun 

menjadi 31,34% (2017). Kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2020 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin menurun (rendah), 

mulai dari 31,36% (2018) menurun menjadi 27,68% (2019), kemudian 

menurun lagi menajadi 23,88% (2020). Hal ini dapat dikatakan bahwa WP 

OP tidak patuh dalam menyampaikan SPT dikarenakan hasil persen 

kepatuhan dibawah 50%. Penurunan rasio kepatuhan WP OP yang melapor 

SPT tidak sebanding dengan peningkatan jumlah WP OP yang terdaftar di 

KPP Pratama Medan Timur. 

Dari hasil wawancara dengan Seksi Pelaksana dan isian kuesioner 

beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak beranggapan 

melaporkan SPT Tahunan secara manual lebih mudah dari pada E-Filing. 

Karena Wajib Pajak masih ada yang belum mengerti dan memahami tentang 

mengaplikasikan E-Filing  dan juga tata cara yang dilakukan untuk 

menggunakan E-Filing. Wajib Pajak juga beranggapan dengan menggunakan 

E-Filing sering terjadi kendala atau kesalahan teknis saat melakukan 

pelaopran SPT melalui E-filing seperti koneksi internet yang melambat dan 

terjadinya error. 
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Tabel IV.3 

Penyampaian SPT Tahunan WP OP Melalui E-Filing  

Tahun 2016-2020 

Tahun 

Jumlah 

WP OP 

Terdaftar 

Total 

Penerimaan 

SPT 

Tahunan 

WP OP Yang 

Lapor SPT 

(E-filing) 

Persentase(%) 
Selisih 

Persentase 
Ket 

2016 111.231 41.846 24.121 57,64% - - 

2017 116.003 39.051 29.392 75,27% 17,63% Meningkat 

2018 122.125 41.250 36.389 88,22% 12,95% Meningkat 

2019 128.693 38.930 35.018 89,95% 1,73% Meningkat 

2020 143.341 38.681 33.959 87,79% 2.16% Menurun 

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2021) 

Berdasarkan data diatas persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filing dari Tahun 2016 sampai 

dengan Tahun 2019 terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan terbesar 

terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan persentase sebesar 17,63%, kemudian 

pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,73%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ananda selaku Account 

Representative di KPP Pratama Medan Timur mengemukakan bahwa : Hal 

ini terjadi karena masih adanya kendala seperti Wajib Pajak yang tidak atau 

kurang paham menggunakan teknologi informasi dan kendala lainnya di 

waktu-waktu tertentu seperti server sistem E-Filing sedang bermasalah 

(error) yang mengakibatkan ketidaknyamananan Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT Tahunan secara online serta jaringan internet yang lambat 

ketka Wajib Pajak melaporkan SPT pada waktu bersamaan. 

Dari data persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melaporkan SPT Tahunan melalui sistem E-Filing dari tahun-ketahun diatas 
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50% dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Medan Timur patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya dan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur merasakan manfaat dari sistem 

pelayanan E-Filing yang telah di berikan oleh KPP Pratama Medan Timur 

yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan 

jumlah penyampaian SPT Tahunan setiap tahunnya sehingga penerimaan 

negara dapat terealisasikan sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai. 

Penggunaan E-Filing bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur 

dibantu oleh pegawai Seksi Pelayanan dan Account Representative Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I). Seksi Pelayanan bertugas untuk 

mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kepada Wajib Pajak, salah 

satunya menerima SPT dan melakukan registrasi Wajib Pajak sesuai dengan 

ketetuan yang berlaku. Sedangkan Account Representative Seksi Konsultasi 

bertugas mengkoordinasikan kegiatan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan, serta memberikan konsultasi berupa bimbingan atau himbauan 

kepada Wajib Pajak, salah satunya penggunaan sistem E-Filing. Sistem E-

Filing dalam pelaksanaanya telah berhasil menarik Wajib Pajak dengan bebas 

menentukan waktu penyampaian SPT tanpa harus antre ke Kantor Pajak 

dengan waktu pelayanan yang terbatas. 

Menurut Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa sistem e-

Filing merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan 

serta meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penerapan Sistem E-Filing Pada KPP Pratama Medan Timur. 

E-Filing merupakan aplikasi yang mempunyai fungsi untuk 

menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan real time dimana data yang 

dilaporkan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan adanya sistem E-

Filing diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga bedampak 

pada penerimaan negara yang juga akan bertambah seiring dengan 

meningkatmya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.  

Dalam pelaksanaan penerapan E-Filing sebagai sarana pelaporan SPT 

Tahunan Wajib Pajak Oang Pibadi, KPP Patama Medan Timur mempunyai 

Standart Operating Procedure (SOP) Pelaporan E-Filing bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang menjadi pedoman dan acuan bagi pegawai dan Wajib Pajak 

KPP Pratama Medan Timur dengan melakukan tugas dan dan fungsinya. 

Adapun SOP tersebut dapat diuraikan melalui Gambar IV.1 berikut ini : 

 

  

 NPWP,Nomor E-FIN, 

Alamat email, No. telp 

WNI : Surat Pengantar, KTP dan NPWP 

WNA : Surat Pengantar, Paspor dan NPWP 

 

  

 

Gambar IV.1 

Standart Operating Procedure (SOP) Pelaporan SPT melalui E-filing 

Lapor SPT via 

E-Filing 

Login 

djponline.pajak.go.id 
Nomor  

Password Login 

Pengajuan E-FIN 

ke KPP Terdekat 
Nomor E-FIN 

Registrasi Akun DJP 

Online Di 

djponline.pajak.go.id 
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Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, antara praktik 

dengan SOP penggunaan E-Filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah berjalan 

sebagaimana mestinya. E-Filing memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang 

harus dilalui, yakni Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filling Identification 

Number (e-FIN). Wajib Pajak melakukan aktivasi E-FIN dikantor pajak tedekat, 

setelah petugas memberikan nomor E-FIN wajib pajak melakukan pendaftaran 

di website djponline, peraturan dapat sejalan setelah penerapan E-Filing.  

Sejauh ini penerapan sistem E-Filing yang telah dilaksanakan oleh KPP 

Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. Hal ini dapat dilihat dari rangkain prosedur yang diberlakukan sesuai 

dengan Undang-Undang yang ada. Namun, dalam penerapan yang telah 

dilaksanakan, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi yang 

cukup mengganggu kenyamanan Wajib Pajak pada saat melaporkan SPT 

Tahunan secara elektronik melalui E-Filing, seperti sistem jaringan yang lambat 

atau mengalami gangguan dan error. 

Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan pegawai pajak dalam penggunaan sistem E-Filing ini. Masalah yang sering 

dihadapi antara lain adalah tidak semua Wajib Pajak mengerti teknologi, tidak 

semua Wajib Pajak mempunyai e-mail ataupun tidak updatenya nomor telepon 

dan alamat e-mail, pegawai masih menuntun Wajib Pajak terkait tata cara 

pelaporan menggunakan sistem E-Filing, padahal seharusnya dengan adanya E-

Filing Wajib Pajak tidak perlu lagi ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan. 
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Masalah utama dan yang paling sering tejadi adalah adanya gangguan 

sistem. Selain itu, Wajib Pajak yang kurang mengerti teknologi menjadi masalah 

tersendiri, ketidak pahaman Wajib Pajak membuat proses E-Filing menjadi lebih 

panjang dan lama karena banyak Wajib Pajak yang tidak tahu apa itu e-mail. 

Selain itu, kebanyakan Wajib Pajak yang datang adalah Wajib Pajak yang baru 

pertama kali melaporkan SPT nya sehingga dibutuhkan kesabaran ekstra untuk 

melayani. 

Sistem E-Filing sangat berdampak bagi wajib Pajak karena dengan adanya 

fasilitas tersebut Wajib Pajak tidak perlu antre untuk melaporkan SPT nya, hal 

ini dibuktikan dengan antusiasme Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas 

tersebut. 

Kelebihan pelaporan pajak dengan sistem E-Filing bagi Wajib Pajak yaitu  

menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya sistem E-

Filing Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan 

banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT 

Tahunannya. Sedangkan bagi KPP Pratama Medan Timur dengan adanya 

pemberlakuan sistem E-Filing memberikan pelayanan terbaik, perekaman data 

menjadi lebih cepat dan akurat, serta mengatasi masalah kurangnya sumber daya 

manusia yang kompeten pada Seksi Pelayanan. 

Dengan adanya penerapan sistem E-Filing di KPP Pratama Medan Timur 

maka terjadi dua jenis antrian yaitu antrian diruang tunggu Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) yaitu antrian Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT 

Tahunan secara manual, serta antrian di ruang Pengawasan dan Konsultasi yaitu 
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antrian bagi Wajib Pajak yang hanya ingin berkonsultasi tentang pelaporan SPT 

Tahunan melalui E–Filing maupun Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT 

Tahunan secara langsung dilakukan di Kantor. Umumnya hal ini dilakukan oleh 

para wajib pajak yang sudah berusia lanjut yang masih mempunyai kewajiban 

untuk  melaporkan SPT Tahunannya melalui e-filing. Ini disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan mereka tentang Informasi dan Teknologi.  

Sarana dan prasarana di KPP Pratama Medan Timur sudah lengkap dan 

memadai. Hanya saja Wajib Pajak yang mengeluhkan sistem jaringan yang 

sering mengalami error dan antrian yang sering dialami pada ingin berkonsultasi 

menuju Waskon 1. KPP Pratama Medan Timur telah berusaha sedemikian rupa 

dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk dapat mendukung kelancaran 

KPP Pratama Medan Timur dalam menerapkan sistem E-Filing dan sebisa 

mungkin petugas E-Filing di KPP Pratama Medan Timur akan berupaya 

menanganinya. Sehingga penerapan ini benar-benar bejalan sesuai dengan 

harapan. 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Gusma Dwi Avianto (2016) yang menyatakan bahwa penerapan E-Filing 

sudah cukup baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak melalui 

meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan E-Filing sepeti Kurang 

nya pengetahuan Wajib Pajak  mengenai elektronik dan internet adalah 

penyebab utama penghambat kepatuhan wajib pajak serta kurangnya 

pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan 

penggunaan e-filing yang lebih mudah dan efisien.  
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Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ricky Alfiando (2014) dimana 

analisisnya menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan E-

Filing berpengaruh terhadap pengalaman, keamanan, keahasiaan dan kerumitan. 

Dimana persepsi terhadap pengalaman dijelaskan bahwa masih banyaknya 

Wajib Pajak yang kurang paham tentang Ilmu Teknologi (IT). 

Pada dasarnya penerapan sistem E-filing di KPP Pratama Medan Timur 

dilaksanakan juga dalam rangka menghindari potensi terjadinya Kolusi Korupsi 

dan Nepotisme (KKN), yaitu dengan mencegah interaksi langsung antara Wajib 

Pajak dengan petugas fiskus. Tetapi mengingat cakupan wilayah yang berada di 

wilayah KPP Pratama Medan Timur cukup luas sehingga masih diperlukan 

sosialisasi-sosialisasi dan pendampingan rutin kepada Wajib Pajak yang harus 

dilakukan lebih sering oleh KPP Pratama Medan Timur untuk dapat mengajak 

peran serta masyarakat untuk menajdi Wajib Pajak taat pajak yang saat ini sudah 

menikmati fasilitas perpajakan dengan E-Filing lebih cepat, mudah, dan aman. 

Berikut ini proses untuk melakukan e-filling dan tata cara penyampaian 

SPT Tahunan secara e-filling:  

1) Mengajukan permohonan E-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak 

terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna E-

Filing. 

2) Mendaftarkan diri sebagai WP E-Filing di situs DJP paling lama 

30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. 

3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara E-

Filing melalui situs DJP yaitu: 
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1. Mengisi e-SPT pada aplikasi E-Filing di situs DJP. 

2. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan 

dikirimkan melalui email atau SMS. 

3. Mengirim SPT secara online dengan mengisikan 

kode verifikasi. 

4. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik 

akan diberikan kepada WP melalui email. Bukti Penerimaan 

e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), 

tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi 

Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman 

ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 

Penerapan atau penggunaan sistem E-Filing oleh Wajib Pajak Pribadi 

dalam melaporkan SPT Tahunan 

 Sistem E-Filing sudah sepenuhnya atau digunakan oleh sebagian Wajib 

Pajak Pajak Orang Pribadi dalam melapokan SPT Tahunan. Secara mayoritas 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sudah 

menyampaikan SPT Tahunannya melalui sistem E-Filing. Akan tetapi masih 

banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang mengerti untuk melakukan 

pelaporan SPT Tahunan secara E-Filing yang telah di terapkan oleh KPP 

Pratama Medan Timur untuk beberapa tahun belakangan ini. Ada beberapa 

alasan mengapa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi belum menerapkan atau 

menggunakan sistem E-Filing dalam melaporkan SPT Tahunan yaitu karena 

Wajib Pajak Orang Pribadi masih kurang paham tentang teknologi maupun 

internet, ini dikarenakan oleh faktor usia. Dalam hal ini Wajib Pajak yang 
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berusia tua dan terdapat pula wajib pajak yang pada dasarnya kurang paham 

dengan teknologi. Walaupun pihak petugas pajak telah melakukan sosialisasi 

dengan berbagai cara, namun hambatan ini akan tetap ada karena pada dasarnya 

setiap wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian 

Wajib pajak masih mengkhawatirkan jaringan internet yang terputus. Gangguan 

sistem akibat traffic untuk mengakses situs djponline.pajak.go.id juga menjadi 

masalah yang mengganggu kenyamanan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT 

Tahunan.  

4.2.2 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT 

Menggunakan E-Filing. 

Penyampaian pelaporan SPT tahunan menggunakan sistem E-Filing di 

KPP Pratama Medan Timur semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan 

signifikan dapat dilihat pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebesar 17,63%, 

dan 12,95%. WPOP yang melaporkan SPT tiap tahunnya juga meningkat. Ini 

membuktikan bahwa Wajib Pajak telah sadar akan pentingnya melaporkan SPT. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Medan Timur dalam 

melakukan sosialisasi mengenai sistem E-Filing telah memberikan dampak 

positif yaitu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 

tahunan meskipun SPT yang diterima tidak sebanding dengan jumlah Wajib 

Pajak yang terdaftar. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam penggunaan sistem E-Filing ada beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan oleh KPP Pratama Medan Timur. 
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Diperlukan adanya kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar 

pajak dan meningkatkan pendapatan kantor pelayanan pajak. Semakin tinggi 

kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan 

penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah 

merasakan manfaat dari membayar pajak sseperti pelayanan gratis, sekolah 

murah, jaminan sosial maupun alat-alat tranportasi menjadi bukti pemerintah 

mengelola pajak dengan baik. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Guillerno Perry dan John Whalley 

dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan 

utama diadakannya reformasi perpajakan, ketika sistem perpajakan suatu 

negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam 

kepatuhan dan administrasi pepajakan. 

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem E-Filing adalah 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar 

pajak. Ada banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti fungsi 

membayar pajak, sehingga wajib Pajak acuh tak acuh terhadap 

sistem yang telah di ciptakan. 

2. Wajib Pajak yang tidak bisa menggunakan E-mail, terlebih kepada 

yang sudah berusia lanjut kebanyakan tidak bisa menggunakan 

alat-alat teknologi dalam penyampaian SPT. 

3. Ada Wajib Pajak yang tidak paham atau tidak mengerti dalam 

tahapan melapor SPT dengan sistem yang telah diciptakan oleh 

DJP. Tahapan pelaporan SPT melalui efiling, tahapan yang rumit 
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bagi Wajib Pajak yang tidak pernah melapor dengan system 

tersebut. 

4. Jaringan DJP Online (Website pelaporan SPT secara E-Filing) 

mendekati masa akhir pelaporan, sering mngalami eror karena 

banyak yang mengkases website tersebut. 

Oleh karena itu adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak agar tetap patuh untuk melaporkan SPT Tahunan 

terhutangnya dengan menggunakan sistem E-Filing, yaitu : 

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih mensosialisasikan 

sistem pelaporan SPT secara E-Filing melalui penyuluhan ataupun 

pendekatan dari segi lainnya agar manfaat dapat dirasakan oleh 

Wajib Pajak dan diharapkan dapat semakin meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Wajib pajak yang tidak paham dalam penggunaan E-mail agar 

dibantu oleh pegawai pajak dalam membuatkan dan menggunakan 

E-mail. Pegawai pajak juga menjelaskan fungsi atau kegunaan 

pembuatan dan penggunaan email dalam sistem pelaporan SPT 

dengan E-Filing. 

3. Prosedur penggunaan sistem E-Filing lebih disederhanakan, 

supaya sistem E-Filing mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang 

belum pernah menggunakan system E-Filing. Meskipun selalu ada 

wajib pajak yang masih tidak paham, karena dizaman yang 

semakin canggih ini DJP pun terus berupaya bagaimana agar 

wajib pajak semakin mudah dan semakin tertarik atau mau 
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melaporkan pajak terutangnya agar penerimaan negara semakin 

meningkat, maka diciptakanlah sebuah layanan berbasis online 

karena masyarakat mayoritas melakukan segala sesuatunya secara 

online. 

4. Petugas pajak khususnnya bagian kantor pusat yang mengurus 

jaringan dalam pelaporan SPT melalui E-Filing agar dapat 

memperbaiki dengan cepat dan halaman dapat diakses kembali 

sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kembali. 

5. Mengadakan Kelas pajak dan Whatsapp Center/SMS Blast atau 

menghubungi wajib pajak dengan media telepon. 

6. Lebih sering melakukan pendampingan rutin ke Wajib Pajak. 

Dari hasil wawancara dan jawaban kuesioner yang telah dilakukan, 

peneliti mendapatkan jawaban yang mengkungkapkan bahwa sistem E-Filing 

memberikan dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak, 

pelaksanaan sistem E-Filing sudah di kelola dengan baik dan cukup berhasil 

meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka pelaopran SPT Tahunan 

tepat waktu Wajib Pajak Orang Pribadi.  

Secara umum sistem E-Filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak 

orang pribadi karena dapat menggunakan sistem E-Filing dimanapun dan 

kapanpun tanpa perlu datang ke kantor pajak asalkan terhubung dengan 

internet. Dengan sistem E-Filing wajib pajak orang pribadi dapat lebih 

memahami kewajiban perapajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi maka akan meningkatkan penerimaan sehingga target 

tercapai.  
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Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa “meningkatnya jumlah wajib 

pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam penerimaan 

pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semakin 

tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.” 

Pelaksanaan sistem E-Filing di KPP Pratama Medan Timur sudah dikelola 

dengan baik dalam menjalankan kewajibannya, sarana dan prasarana di KPP 

Medan Timur dalam penerapan sistem E-Filing juga dianggap sudah memadai. 

Namun, kembali lagi kepada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dimana tingkat 

kesadaran Wajib Pajak adalah faktor utama dalam meningkatkan penerimaan 

pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Timur memberikan pengarahan kepada 

Wajib Pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh Wajib 

Pajak dengan meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem E-Filing pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai 

dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Wajib pajak orang pibadi yang melaksanakan 

pelaporan  SPT Tahunan melalui E-Filing meningkat setiap tahun dan 

memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak 

yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya 

dengan sistem E-Filing. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa 

kendala dalam pelaksanaan sistem E-Filing.  

2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT 

diperlukan adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam 

membayar pajak dan kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

penyampaian SPT  menggunakan sistem E-Filing di KPP Pratama Medan 

Timur adalah :  

1) Penyuluhan ataupun pendekatan dari segi lainnya agar manfaat 

dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dan diharapkan dapat semakin 

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 

2) Membantu Wajib Pajak yang tidak bisa menggunakan E-mail. 
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3) Prosedur penggunakan E-Filing lebih disederhakanakan agar 

mudah dipelajari oleh Wajib Pajak yang belum menggunakan E-

Filing. 

4) Memperbaiki jaringan yang sering eror saat melaporkan SPT 

melaui E-Filing agar dapat diakses kembali sehingga pelaporan 

SPT dapat dilakukan kembali. 

5) Mengadakan Kelas pajak dan Whatsapp Center/SMS Blast atau 

menghubungi wajib pajak dengan media telepon. 

6) Lebih sering melakukan pendampingan rutin ke Wajib Pajak. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang 

dapat diberikan pada penelitian ini antara lain : 

1. KPP Pratama Medan Timur disarankan untuk lebih sering melakukan 

sosialisasi tentang penggunaan sistem E-Filing kepada Wajib Pajak, 

terutama kepada Wajib Pajak yang belum paham menggunakan teknologi 

informasi seperti lansia dengan cara memberikan pemahaman tetang 

penggunaan E-Filing. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan 

dengan baik dengan wajib pajak, maka akan meningkatkan motivasi dan 

rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui e-filing. 

Dengan demikian wajib pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta 

kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Timur secara 

maksimal. 

2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya memperluas sistem jaringan sehingga 

lebih mudah di akses oleh Wajib Pajak walaupun di jam-jam sibuk, dan 
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juga menambah kapasitas server agar website https://djponline.pajak.go.id/ 

tidak mengalami gangguan saat traffic sedang padat atau meminimalisir 

adanya eror. Untuk menghindari kemalasana wajib pajak menggunakan 

sistm tersebut agar dapat diakses. 

3. Hendaknya prosedur penggunaan sistem E-Filing lebih disederhanakan 

agara sistem E-Filing mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum 

pernah menggunakan sistem E-Filing. 

https://djponline.pajak.go.id/
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LAMPIRAN 1 

JUMLAH WP TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR       

TAHUN 2016-2020 

Tahun 
Jumlah WPOP 

Terdaftar 

2016 111.231 

2017 116.003 

2018 122.125 

2019 128.693 

2020 143.341 

 

JUMLAH WP ORANG PRIBADI YANG MELAPOR SPT UNTUK     

TAHUN 2016-2020 

Tahun 
WPOP Yang Melapor 

SPT 

2016 39.376 

2017 36.366 

2018 38.294 

2019 35.625 

2020 34.242 

 

JUMLAH WP ORANG PRIBADI YANG LAPOR SPT DENGAN E-FILING 

TAHUN 2016-2020 

Tahun 
WPOP Yang Lapor SPT   

(E-filing) 

2016 24.121 

2017 29.392 

2018 36.389 

2019 35.018 

2020 33.959 
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JUMLAH WP ORANG PRIBADI YANG LAPOR SPT SECARA MANUAL 

TAHUN 2016-2020 

Tahun 
WPOP Yang Lapor SPT   

(Manual) 

2016 1.495 

2017 23 

2018 2 

2019 4 

2020 64 

 

JUMLAH WP ORANG PRIBADI EFEKTIF DAN NON EFEKTIF     

TAHUN 2016-2020 

Tahun WP OP Efektif WP OP Non Efektif 

2016 53.548 57.784 

2017 58.289 57.815 

2018 64.376 57.848 

2019 70.908 57.885 

2020 74.453 69.006 

 

JUMLAH PELAPORAN SPT TEPAT WAKTU TAHUN 2016-2020 

Tahun Lapor SPT Tepat Waktu 

2016 28.862 

2017 33.674 

2018 36.086 

2019 29.064 

2020 36.592 
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TOTAL PENERIMAAN SPT KPP PRATAMA MEDAN TIMUR         

TAHUN 2016-2020 

Tahun Total Penerimaan SPT Tahunan 

2016 41.846 

2017 39.051 

2018 41.250 

2019 38.930 

2020 38.681 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR 

Nama Responden : 

Jabatan              : 

 

1. Bagaimana kualitas sistem e-filing pada KPP Pratama Medan Timur?  

2. Apakah ada motivasi yang muncul dari KPP Pratama Medan Timur agar sistem 

e-filing dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?  

3. Apakah sistem e-filing sudah sesuai dengan kegunaanya ?  

4. Apakah kebijakan sistem E-Filing ini sudah tepat sasaran? 

5. Apakah sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?  

6. Berapa persen WP yang melaporkan SPT secara manual? 

7. Sejak adanya sistem e-filing apakah terdapat perubahan dalam hal sistem 

administrasi perpajakan tentang penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang 

pribadi dan bagaimana hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Medan Timur ?  

8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai target pencapaian waktu sistem e-

filing ? 

9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai target pencapaian pengguna sistem 

e-filing ? 

10. Bagaimana cara mengatasi menurunnya kepatuhan WPOP dalam melaporkan 

SPT dengan menggunakan sistem E-Filing ini? 
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11. Apakah KPP Pratama Medan Timur melakukan sosialisasi untuk meningkatkan 

pengguna sistem e-filling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?  

12. Apakah sistem e-filing dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah 

kepatuhan wajib pajak ?  

13. Apakah penerapan sistem E-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan tepat waktu? 

14. Apakah sistem e-filling bermanfaat bagi wajib pajak ?  

15. Apakah ada kendala yang dihadapi selama penerapan sistem e-filing di KPP 

Pratama Medan Timur? 

16. Apakah sistem e-filing bermanfaat bagi fiskus (KPP Pratama Medan Timur) ?  

17. Bagaimana pelayanan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi 

secara online jika dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan wajib 

pajak orang pribadi secara manual di KPP Pratama Medan Timur ?  

18. Bagaimana tanggapan wajib pajak mengenai penerapan sistem e-filing ?  

19. Bagaimana kritik wajib pajak terhadap sistem e-filing ?  

20. Bagaimana saran atau solusi yang tepat untuk pengembangan sistem e-filing di 

masa mendatang ? 
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LAMPIRAN 3  

KUESIONER PENELITIAN 

 

             Medan,    September 2021 

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Responden Wajib Pajak Di KPP 

Pratama Medan Timur. 

 

 

Dengan hormat, 

 Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul 

“Analisis Penerapan Sistem E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem E-filing yang diterapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam penyampaian SPT yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. 

 Penelitian ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan data yang diperoleh 

hanya dipergunakan untuk keperluan akademik dalam rangka penyusunan skripsi. 

Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan 

waktu mengisi kuesioner ini. 

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab semua 

pertanyaan yang ada secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peneliti 

menjamin kerahasiaan identitas dan setiap jawaban yang diberikan responden. 

 Apapun yang Bapak/Ibu/Saudara/i jawab di kuesioner ini tidak ada 

jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini, atas bantuan dan partisipasi 

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.   

 

 

   Hormat saya, 

 

          Feby Angelia Sinaga 
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KUESIONER PENELITIAN  

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 

di KPP Pratama Medan Timur.  

2. Sebelum mengisi kuesioner, agar dilengkapi identitas responden terlebih 

dahulu.  

3. Mohon menjawab semua pertanyaan dengan cara memberi tanda cek list (√) 

pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap paling sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. Apabila menurut Bapak/Ibu tidak tersedia jawaban yang 

tepat, diharapkan memilih jawaban yang paling mendekati. 

4. Semua jawaban/isian atas pernyataan dalam kuesioner ini akan dijamin 

kerahasiaannya, Sehingga dimohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 

menjawab sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya. 

5. Setiap item pernyataan terdiri atas 5 pilihan jawaban : 

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut: 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Tidak Setuju 

( TS) 

Kurang 

Setuju 

(KS) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

 

IDENTITAS  RESPONDEN 

 

1. Nama Wajib Pajak  : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  :  

4. Pekerjaan   : 

5. Apakah Anda Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur : 
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A. Penerapan Sistem E-Filing 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 

Dengan diterapkan sistem E-Filing, 

saya dapat menyampaikan SPT 

dimanapun saya berada asal terhubung 

dengan internet. 

     

2 

Dengan diterapkan sistem E-Filing, 

saya tidak perlu pergi ke kantor pajak 

untuk melaporkan pajak. 

     

3 

Dengan diterapkan sistem E-Filing, 

memudahkan saya dalam melakukan 

perhitungan pajak. 

     

4 

Dengan diterapkan sistem E-Filing, 

perhitungan pajak saya lebih cepat dan 

akurat. 

     

5 
Sistem E-Filing memudahkan saya 

dalam pengisian SPT. 
     

6 

Dengan diterapkan sistem E-Filing, 

data yang saya sampaikan selalu 

lengkap. 

     

7 

Dengan diterapkannya sistem E-Filing, 

saya tidak perlu mencetak semua 

formulir lampiran. 

     

8 

Sistem E-Filing lebih ramah lingkungan 

karena meminimalisir penggunaan 

kertas. 

     

9 

Dengan adanya sistem E-Filing, data 

perpajakan Wajib Pajak dapat 

terorganisasi dengan baik dan 

sistematis.  

     

10 
Adanya kendala saat melaporkan SPT 

melalui E-Filing. 
     

11 

Sarana dan Prasarana di KPP Pratama 

Medan Timur tempat Wajib Pajak 

terdaftar sudah memadai dalam rangka 

penerapan sistem E-filing. 

     

12 

Sistem E-filing dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT. 
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B. Kepatuhan Wajib Pajak 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 

Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib 

Pajak 

Orang Pribadi secara sukarela ke KPP 

(Kantor Pelayanan Pajak) 

     

2 
Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib 

Pajak untuk memiliki NPWP. 

     

3 Saya selalu melaporkan SPT saya.      

4 

Saya selalu menghitung pajak 

penghasilan yang terutang dengan benar 

dan apa adanya. 

     

5 

Saya selalu membayar pajak 

penghasilan yang terutang dengan tepat 

waktu. 

     

6 

Saya selalu membayar kekurangan 

pajak penghasilan yang ada sebelum 

dilakukan pemeriksaan. 

     

7 

Saya sudah tahu Sanksi yang di 

kenakan jika terlambat atau tidak 

menyampaikan SPT Tahunan. 

     

8 

Saya mengisi SPT dengan benar dan 

jelas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

     

9 

Saya selalu menyampaikan SPT ke 

Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas 

akhir. 

     

 

C. Penyampaian SPT 

NO PERNYATAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS 
ST

S 

1 
Saya sudah tahu bagaimana cara 

penyampaikan SPT 
     

2 Saya tahu manfaat penyampaian SPT      

3 
Penyampaian SPT sangat mudah bagi 

saya 
     

4 Adanya kendala saat penyampaian SPT       
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